MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR KM 11 7 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENVGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 ayat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
telah ditetapkan Standard Operating Procedure Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar
Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632
Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, belum
mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan

semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagi pakai



Mengingat

c.

[

informasi, kepentingan perlindungan data pribadi, dan
aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran ANegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun

2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa



Menetapkan

PERTAMA

BT

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
'I‘,ahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor I Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara R>publik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturar Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun

2017 ter tang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis
dan Stendar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indoaesi+ Tahun 2017 Nomor 948);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dc)amentasi di Lingkungan Kementerian
Ferhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
-018 Nomor 675);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Menetapkan Standard Operating Procedure (SOP) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

a. struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

b. kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;
mekanisme kerja; dan

d. kualifikasi/persyaratan personil yang melaksanakan

tugas.



KEDUA

KETIGA

Vot

Sl,\tg.lktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
lijng.’iungan Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:

1. Atesan PPID;

2. PPID Utama;

3. PP'D Pelaksana; dan

4. FPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

Kewzajiban PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b,
disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Perhubungan wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan informasi
publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan
dan cara sederhana, kecuali informasi yang
dikecualikan;

b. menyediakan informasi publik yang akurat, benar,
dan tidak menyesatkan,;

c. membangun dan mengembangkan sistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan informasi publik;

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas informasi publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas

informasi publik yang dikecualikan.

2. pelaksanaan kewajiban PPID Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:

a. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan

menyediakan sarana dan prasarana; dan



KEEMPAT

KELIMA

3.

c. akses informasi publik bagi penyandang disabilitas
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

dalam menjalankan tugasnya, dalam rangka

mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID

Kementerian  Perhubungan dapat melaksanakan

wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau berkoordinasi dengan

Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi

daerah;

PPID Kementerian Perhubungan dapat memberikan

bantuan kedinasan di bidang layanan informasi publik

kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan

persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan

informasi sebagai berikut:

1.

PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui website

dan aplikasi PPID Kementerian Perhubungan; dan

. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana

Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana

PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA huruf c¢, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini, meliputi:

s B

Standar Permintaan Informasi Publik;

Standar Pengajuan Keberatan,

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
Pendokumentasian Informasi Publik;

Standar Pengujian Konsekuensi;

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang

Disabilitas Tuna Netra;



9. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan
10. Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang

Disabilitas Tuna Rungu.

KEENAM : Kualiiikasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d,
sebagai berikut :

1. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama
Manager . Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik

Manager :  Pejabat yang memiliki fungsi

Sistem pengembangan sistem

Informasi teknologi informasi dan
komunikasi

Manager . Pejabat yang memiliki atau

Dokumentasi menguasai dokumentasi di
lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pengelola : Seluruh  unit bagian di

Dokumentasi lingkungan Sekretariat
Jenderal

Petugas . Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi  dalam  bidang

pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan

2. Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
Manager . Pejabat yang memiliki fungsi
Informasi pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik
Manager . Pejabat yang memiliki atau
Dokumentasi menguasai dokumentasi di

lingkungan Inspektorat



Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan atau Badan

Pengelola : Seluruh  unit bagian  di
Dokumentasi lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Petugas . Pegawai yang memiliki
Informasi kompetensi dalam  bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana
UPT

Manager . Unit yang menangani tugas
Informasi dan dan fungsi di bidang
Dokumentasi Ketatausahaan atau Humas di

Unit Pelaksana Teknis

Pengelola . Pejabat struktural/petugas
Dokumentasi yang membidangi kehumasan
/ketatausahaan /data/

program/ bidang di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis

Petugas . Pegawai yang memiliki

Informasi kompetensi dalam  bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Unit Pelaksana

Teknis



KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
dibebankan pada:

a. PPID Utama berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

b. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-

masing unit kerja.

Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berjenjang setiap 1 (satu) tahun sekali atau

sewaktu-waktu dibutuhkan.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



KESEBELAS Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Ketua Komisi Informasi Pusat;

Sekretaris Jenderal;

Inspektur Jenderal,

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan;

Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;

v B ek g =

Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
Ketua Mahkamah Pelayaran;
10. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan

Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
/. REPALA BIRO HUKUM,

A 4 " \
&= / A g SN — )

HARY KRISWANTO



« 30~

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 117 TAHUN 2022
TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. STRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI STANDARD OPERATING
PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ATASAN PPID
MENTERI PERHUBUNGAN
PPID UTAMA
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN
PPID PELAKSANA PPID PELAKSANA PPID PELAKSANA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN DIREKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEPALA BADAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN PERHUBUNGAN
PPID PELAKSANA UPT PPID PELAKSANA UPT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS




II.

I11.

Atasan PPID
PPID Utama
Manager

Informasi

Manager

Sistem Informasi

Manager

Dokumentasi

Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana

Manager Informasi

Manager

= i =

Menteri Perhubungan

Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikasi Perhubungan

1) Kepala Biro Perencanaan;

2) Kepala Biro Kepegawaian dan
Organisasi

3) Kepala Biro Keuangan;

4) Kepala Biro Hukum;

5) Kepala Biro Umum;

6) Kepala Biro Layanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negara;

7) Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional;

8) Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan; dan

9) Ketua Mahkamah Pelayaran.

Para Eselon IIl di lingkungan Sekretariat

Jenderal

Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Inspektur  Jenderal, Para Direktur
Jenderal, dan Para Kepala Badan
Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para
Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para
Sekretaris Badan

Para Eselon II di lingkungan Inspektorat



IV.

Dokumentasi
Pengelola
Dokumentasi

Petugas Informasi

PPID Pelaksana
UPT

Manager Informasi
dan Dokumentasi
Pengelola

Dokumentasi

Petugas Informasi

1D -

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Para Eselon III di lingkungan Inspektorat
Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
Pegawali yang menangani bidang
kehumasan di lingkungan Inspektorat

Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan

Kepala UPT

Unit yang menangani tugas dan fungsi di
bidang Ketatausahaan atau Humas

Pejabat struktural/petugas yang
membidangi kehumasan/ ketatausahaan/
data/program/bidang

Pegawai yang menangani kehumasan/
ketatausahaan/data/program di

lingkungan unit kerja



B. MEKANISME KERJA

s 3=

Standar Permintaan Informasi Publik

Informas:

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Jenis Kegiatan Petugas s _— - Keterangan
akat ; PPID K an a utpu
Masyar S inasin elengkap P
1 |Permohonan Informas: O I Formulir Informasi| 10 Menit Formulir
M
ldentitas Pemohon
; Informasi
M FATal-s L :
2 P:m:.“‘fj:;’;’fz:iﬁ (KTP/NPWP/Akta | 10 Menit Data
neA ; Pendinan Badan
{ Hukum|
Registrasi dan Meneruskan -- Register
3 |Permonan Informas: untul: di Permohonan 10 Menit Data
Proses Informas:
- Koordinasi dengan
4 | Memproses permohonan Pemilik Informas: | 5 Han Kegja Surat
. (Uit Kerja)
T
L sy ‘
: . " Formulir
Memberikan Formulir v : . .
5 T ——— Pembentahuan | 1 Han Kerja Formulir
Tertulis
Menyampaikan Permohonan 1 . ‘
6 |Informasi dan Tanda Terima — — Tagwe Tersom 1 Hari Kerja i
Informas: Tenima




. .1

Standar Pengajuan Keberatan

Pelaksana Muta Baku
No| Uraian Jenis Kegiatan Petugas Keterangan
Masyarakat ; FPID Atasan PPID | Kelengkapan Waktu Output
Informasi
Surat Kebara 3 -
j [MSGREDNA Juras an B Kebaratan 10Menit | Formutir
Infermasi 10 "
i [s}ga:ting
I Formulir
| oy
Mameriksa Syarat-syarat Idsntims Famohon
: At Da
X Pengayuan surat Keberatan Informasi * =
(KTF/ NFWP/ Al
Fandirian Hadan
Huloum)
Pagistraci dan -- " )
5 |MsnarusckanKebaratan ' w’[:m:::‘ PR 10 Manit Dam
Informasi untuk di Presss
Formulr
) Parmohcnan
4 |Mamproses Kebaratan | Informasi, 10 Hari Kanja|  Sumat
‘ Keberatan
1 Irdormasi
!
Mambuat Tanggapan atac i A
5 |Keberatan dalam banmuk Kapumiian A3 | ¢ yai Karja | Kepumuzan
FFID
Keputusan
|
|
Malakzanalkan Xaputusan ¢ I Yapurusan Asasan o g .
g I F o 1 Han Karja Dama
i
- |Mambenkan Informasi Publik - Tanda Tenma 1 Har Keri Tanda
* |dan Tanaa Turima Irformaci Informaci ) Terima




R

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pelaksana Komisi Standar Mutu
. PPID Informasi
Ne Kegm Pemohon | Pelaksana | PPID Pelaksana | PPID Utama “;:;" Pusat (KIP) | Kelengkapan | Wakw |  Output
UPT
1 | Apabila tidak mendapatkan S J‘j Surat 30 hari | Surat
tanggapan atas keberatan ( /;’ g - keberatan kerja | gugatan
yang telah diajukan kepada e sengketa
atasan PPID dalam jangka
waktu 30 {tiga puluh) hari
kerja sejak keberatan
diterima oleh atasan PPID
atau merasa tidak puas
terhadap informas: yang
diberikan, pemohon
informasi dapat
mengajukan sengketz
+ Surat gugatan | 1 han
2 | Pengajuan sengketa dari sengketa kerja | Surat
pemohon ditujukan kepada pengajuan
Komisi Informasi Pusat{KIP| sengketa
i
3 | Komisi Informasi Pusat Surat 14 hari
menerima pengajuan pengajuan | kerja / Surat
sengketa Pemohon lalu sengketa paling | pemberitahu
memberikan surat pem lambat | an kepada
beritahuan kepada Atasan 100 Atasan PPID
PPID terkait sengketa hari
tersebut kerja
4 | Atasan PPID menerima i g
pemberitahuan sengketa, 8 Surat 1han
Atasan PPID dapat pemberitahua | kerja Surat kuasa
mewakilkan sengketa atau n kepada atau
memberikan kuasa kepada Atasan PPID disposisi
PPID Utama, PPID
Pelaksana atau PPID
Pelaksana UPT
5 | PPID Pelaksana UPT dan » > Surat 1 hari
PPID Pelaksana dibantu pemberitahua | kerja
oleh PPID Utama n rapat Hasif rapat_ |
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Penyusunan Daftar Informasi Publik

No

Kegiatan

Pelaksana

Standar Mutu

PPID UPT

PPID Pelaksana

PPID Utama

Atasan PPID

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

PPID UPT membuat
usulan Daftar
Informasi Publik
(DIP} il
menyerahkannya
pada PPID Pelaksana

PPID Pelaksana
menerima Daftar
Informasi Publik
(OIP) dari PPID UPT

PPID Pelaksana
menyusun Daftar
Informasi Publik dari
PPID UPT, dan PPID
Pelaksana turut
membuat Daftar
Informasi Publik falu
mengajukannya
kepada PPID Utama

PPD Utama
menetapkan daftar
informasi publik
yang telah
diklasifikasi

Atasan PPID
memberikan
persetujuan
terhadap
pengklasifikasian
informasi yang
diajukan oleh PPID
UItama dalam bentuk
peraturan internal
kementerian

[iata dan Informasi

Data dan Informasi

Surat usulan daftar
informasi publik

Draf Daftar
Informasi Publik

Daftar Informasi
Publik yang telah
disahkan

§ hari kerj

2 hari kerja

§ hari kerja

1 hari kerj

1 hari kerja

Usufan DIP

Usulan DIP

Susunan Daftar
Informasi Publik

Klasifikasi DIP

Draf Daftar
Informasi Publik
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Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Pelaksana Standar Mutu
Kagiatis PPID Utama Kelengkapan Waktu Output S
PPID UPT membuat Data dan 5 han Usulan DIP
usulan Daftar Informasi Informasi kerja
Dikecualikan (DIK) Ialu
menyerahkannya pada
PPID Pelaksana
PPID Pelaksana juga
membuat Daftar
Informasi Dikecualikan
(DIK], serta menerima Surat usulan 5 hari Surat
Daftar informasi Daftar kena pemberitahuan
Dikecualikan (DIK) dari Informasi sudah pernah
PPID UPT Dikecualikan dilakukan uji
- Jika sudah pernah {DIK} konsekuensi atau
ditzkukan uji konsekuens: surat pengantar
sebelumnya maka PPID uji konsekuensi
Pelaksana menyampaikan atau usulan
pemberitabuan bahwa Daftar informasi
sudah pernah dilakukan Dikecualikan (DIK)
uji konsekuensi
- Jika belum dilakukan uji
konsekuensi maka PPID
Pelaksana menyampaikan
pemberitahuan kepada
PPID Utama untuk - Undangan uji
ditakukan uji konsekuensi konsekuensi
' -Usutan DIK

PPID Utama - Disposisi
memerintahkan PPID Surat 1 hari - Draf awal DIK
Peiaksana untuk rapat uji pengantar uji kerjz Kementerian
konsekuensi konsekuensi - Berita acara uji

dan usuian DIK konsekuensi
PPID UPT dibantu PPID
Pelaksana L - Undangan Uji | 2 hari -Draf revisi DIK
menyelenggarakan rapat | konsekuensi kerja Kementerian
uji konsekuensi dipimpin L) - Usulan DIK -Berita acara uji

<
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Pendokumentasian Informasi Publik

No

Uraian Jenis Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

PFID Pelaksana
& PPFID
Pelakzana UPT

Eelenghkapan

Waktu

Output

Heterangan

Mengumpulkan data informaasi
cari PPID Pefaksana & PPID
Petakaana UPT yang akan
cidokumentasikan

(&)

IMelakukan identifikasi informas
pubfk yang telak dibust olen PPID
Pefaksana & PPID Pelakzanz UPT
calam bentuk ringkazan jeniz-jen s
informasi (Serta-merts, berkaia,
setizp raat. dan dkecualicen)

informaci

Data Informast

Meizkukan pemerniksaan data
berupa veriflasi, onentifikasi serta
valiasi urnuk menjamin keasliar
informasi tersebut

¢ er]

Data Informasi

Melaporican hacil pemanksasn
informasi yang talah
dikctasifikasiiean secual dangan
jemicnya |Zerta-mers, barkala
ceuap saar, dan dikecuslikan)
lapada Amsan FFID

Daftar informasy

i

Atacan FFID memenksa
kambali Dafar Informaci
Publik yang talah melaiui
proces orenuifileasd zerta

|vabdas: cleh FFID Utama, lalu

dizandacangani cabagal bukz
bahwa Atasan FFID tlan
mangetahul dafiar informarn:
pubik yang sioan
didolumantasiican

Dafiar informasi

Daftar Informasi
Publik yang

ditandatangani

Daftar Informas: Publik yang
telan dirandatangand clah
Atacan FFID dipublikaziian 4
Wabzite terta disimpan

zebagal arzip

Pubiilcas

Ar=zip
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Standar Pengujian Konsekuensi

Uraian Jenis Kegiatan

Pelaksana

PPID Pelaksana
& PFID
Pelaksana UPT

Keterangan

Meminta usulan berupa caftar
informasi dkecualisan dari PPID
Pelaksana dan PPID Pelaksana UFT

Dolcumsn

(5]

Menerima usdan daftar nformas:
cikecualikan dari PPID Pelshsara &
PPID Pelaksana UPT

Dn.ﬁ_us\nnn uﬁu

Ielakukan koordinas dengan
PPID Utama serta mengelala
irformasi untuk diklasificasikan
kembali

manantukan wakiu, tempat
dan peiama uj kopcakuencl
Serta dapal MEngundang
pihak luar sebagsi anl

Alglabculkan rapat ujl
konzalouens TecAra Derkala
ATAU SeWANTU-WAKTU dangan
peserta uji konsakuensi yany
talan ditentukan dan
undangsn pinaic anl

Dokuman dan
lampiran-lampiran

Hasi rapat wji
konseluensl

Melaporican draft hacil rapas
Wi konsedodens: pada Atacan
FFID

Drast hasil rapat
uji konseloasnsi

Menyusun draf: dafiar
informasi dikecualkan yang
talan diputuzioan oleh Amazan
FFID

Manatapican dafar informas:
yang dicecualian dengan
manerbilcan Sura: Kepurusan
FFID Utama

Sura:
Keputuzan (3K
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra

Pelaksana Mutu Baku
. Petugas
No. Aktivitas Masyarakat | Informasi PPID Kelongkapan Waktu Output Keterangan
Kartu identitas 10 menit Data
pemohon informasi
(KTP, NPWP, Akta

Pendirian Badan
B IHukum).

ormulir 3 Formulir
Y &;ﬁnm 10 menit
I 1 dalam

lbentuk brails.
: Ragistar 10 menit Data
enma [Penmohonan
permohonan dari Informasi.
penyandang
isabilitas (layanan h 4
] ioritas) dan
melakukan pengisian
formulir.
4. [Petugas inasi dengan 5 hari kerja | Surat
Informasi it kerja pemilik
Memproses I L
nformasi l, h 4
6. berikan ‘ormulir 1 harikeja | Formulir
formulir + beritzbuan
pemberitahuan is
ertulis.
r. yampaikan anda tenima Tanda
enmaan : i 1 harikena | terima
onan informasi
pa fanda terima

nfarmasi
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

yang Menggunakan Kursi Roda

Pelaksana Mutu Baku
Petugas -
No. Aktivitas Informasi
Satpam IMasyarakat Kelengkapan [Waktu [ Output W

Satpam membantu 5 Penyandang
pemohon informesi Imenit isabilitas
yang betkursi rods Imendspat
menuju ke ruangen lakses prioritas)

1 PPID. Apabila pemohon
informasi menggunakan O_""
kendaraan, telah
tersedia parkir khusus
dizabilitas di lingkungen
Kantor Kemenhub
pussat
Pejabat Informasi Kartu identitas 10 Dats
menerims pemohon pemohon Imenit
penyandang disabilitas v informasi (KTP,
yang sebelumnys telah [_ NPWP, Akta

2 diantar oleh petugas Pendirien Badan
keamanan {satpam) Hukum).

Petugas informas: memeriksa Formulir Formulir
kelengkapan sekaligus parmohonan 0
memberikan formulic y informasi menit

3. permohenan informasi E |
Petugas informasi menerima Register 10 Data

|permononan dari penyandang Permobonan Imenit
disabilitas (layansanprioritas) Informasi.

dan melakukan pengisian

formulir

. '|_j

5 Petugas Informasi Koordinasi dengan |5 heri | Surat
memproses informasi unit kerja pemilik  |kerje

informasi.
o ]
L] Memberikan formulic Formulir 1 hari | Formulir
{pemberitahuan tartulis. pemberitabuan lkeris
tertuliz.

T Menyampaikan penerimasn Tandz terima Tsnda
permohonan informasi berups informasi. 1 terima
tandsa terima informas:. Ihari

fkerja




Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu

-9 .

Pelaksana ku
3 Petugas
No Aktivitas Satpam b Informasi|PPID Kelengkapan waktu | Output
yaraka Keterangan
Fsam MErmoant. 5 Fenyandang
cemohon informasi mend psabilitas
vang tuna rungu mendapat
Imenuiu xe ruanqan lakses preoritas
o >
i'F'lejalba: Informas Karu identitas 10 Data
menerima gEmancr ! leemohon mena
cenyandang disabilizas i informasi (KTF
Ivang sebelumanya 1elar i MNPV Axia

2 Idizntar cieh setugss _"l “endinan Baaan

lkeamianan (33T, Huskum),

Froses komunikasi

lartars pemonon

[rEnQan paiupas

irformasi berbasiz

ulisan sebanal bantuk

lpemenuhan hak

jzis3oilitas

[Petugas informas memredksa [Formulir - r?ormui.r
kelenckapan sexaligus penmokonar ik
membensan formoie pformaza menn

3 leermohonan infonmas l
Fetagss informas
membankan penlzssr tarka
formulir dengar cara
menurjuk wlisar o formulic
isambil memcerikan parnatian
khusus <& pemohon informas:
vang tuna rungu_

[Petugas informas: menarma [Fegisier 10 Cata
permohonan dar penvandang [Farmohow2n menad
ldizaoiitas (layanancroritas Informasi

l3ar melskuxan pang.sian

Formulir

4

8 Fztugas Informasi [Koordinast dengan |5 han | Surat
memprosas nfor miasi. mﬂm keria pemilik  |wena

ormasi

-] fembensan farmulic Formulis 1 han | Formulir
cemozrilahuan 12000 s pembernahuar wera

hertiliz
i -

k& Manyampai<an pene masan Tanda terima Tanaa
cermohonan infornmas: berupa infornizsi. i hanma
kanaa terima rformasi nari

Kera

\
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